
TRANSPARANSI  

DAN PENCEGAHAN KORUPSI  

DI SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN 

Jakarta, 6  September 2015 

Kedeputian Pencegahan 



Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun 
(Pasal 3) 

Koordinasi 
(Pasal 7) 

Supervisi 
(Pasal 8) 

Penyelidikan, 
Penyidikan 

&Penuntutan 
(Pasal 11) 

Pencegahan 
(Pasal 13) 

Monitoring 
(Pasal 14) 

Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002): 

Tugas KPK 



Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK 

 Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis 
terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 

 

1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan 
kehutanan) 

2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan)  

3) Pendidikan & kesehatan,  

4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP)  

5) Infrastruktur 
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Kewenangan  
Komisi Pemberantasan Korupsi 

TUGAS KPK 

(ps.6) 

Koodinasi 
(ps.7) 

Supervisi 
(ps.8) 

Penyelidikan, 
Penyidikan dan 

Penuntutan 
(ps.11) 

Pencegahan 
(ps.13) 

Monitor 
(ps.14) 

Melakukan pengkajian terhadap sistem 

pengelolaan administrasi 

Memberi saran perubahan jika berdasarkan  

hasil pengkajian, sistem pengelolaan  

administrasi tersebut berpotensi korupsi 

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut  

tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 
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PENCEGAHAN KORUPSI  
SEKTOR  SUMBER DAYA ALAM – KPK 

Kelautan Minerba Kehutanan & Perkebunan 

Kajian Sistem 

Pengelolaan Ruang 

Laut & Sumberdaya 

Kelautan  (2014) 

Kajian Kebijakan Pengusahaan 

Batubara di Indonesia (2011) 

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan 

Kawasan Hutan (2010) 

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP 

Minerba (2013)  

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan 

Kawasan Hutan Indonesia  (2013) 

Kajian Perizinan di Sektor 

Pertambangan (2013) 

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, 

Pertanahan (2013) 

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak 

Sektor Batubara (2014) 

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum 

Perhutani (2014) 

Koordinasi Supervisi atas 

Pengelolaan Pertambangan 

Minerba di 12 Provinsi (2014) 

Korsup Kelautan 

di 34 Provinsi 

(2105) – lokus 9 

Kota 

Korsup Minerba di 19 Provinsi 

(2015) – lokus 6 Kota 

 

Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 

Provinsi (2015) – lokus 7 Kota 
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PENCEGAHAN KORUPSI  
SEKTOR  SUMBER DAYA ALAM – KPK 

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

6 

1. Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011) 
2. Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)  
3. Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan 

Pengukuhan Kawasan Hutan ( 2013) 
4. Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 

32 Provinsi (2014-2015) 
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KAJIAN SISTEM PENGUSAHAAN 

BATUBARA INDONESIA 

TAHUN 2011 



Sumberdaya Batubara Indonesia 

Sumber: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerbapabum, 2011 

 Potensi cadangan batubara (20 miliar MT): 2,6% dari cadangan dunia  

 Produksi batubara Indonesia tahun 2010 mencapai 333 juta MT atau 5% dari 
produksi dunia   

 Konsumsi batubara dalam negeri tahun 2010 hanya 67 juta MT sehingga 
79,87% untuk ekspor 

 Laju Eksploitasi 1,66% per tahun > Australia (0,5%) dan India (0,8%) dan 
diperkirakan cadangan batubara di Indonesia akan habis dalam 20 tahun  

 Penerimaan negara tahun 2010 dari batubara Rp 22,46 T yang terdiri dari 
Royalti & Iuran Tetap Rp 10,18 T serta Pajak  Rp 12,28 T → Masih banyak 
potensi penerimaan yang belum terpungut 

 Pelaku Usaha batubara : 48 PKP2B dan 8.475 KP/IUP  (tahun 2011) → 54% 
KP/IUP belum berstatus Clean & Clear 



PETA DEPOSIT BATUBARA DUNIA 



Terdapat 22 Temuan 
1. Belum ditetapkannya aturan-aturan pelaksanaan UU No 4 tahun 2009 
 Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana amanat pelaksanaan dari UU 4 2014 antara lain: 
 Peraturan Menteri  dalam pelaksanaan PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan: 

o Tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan  
o Tata cara melakukan delineasi  
o Tata cara pengelolaan data dan atau informasi 

 Peraturan Menteri  dalam pelaksanaan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
o Pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara 
o Pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan 
o Tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan tata cara pemasangan tanda batas WIUPK 
o Pengadaan Tenaga Kerja, Tata Cara Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Lain pada Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
o Tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara dan tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara 
o Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan laporan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara. 
o Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
o Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 
o Peningkatan Nilai Tambah Batubara. 

 Peraturan Menteri  dalam pelaksanaan PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
o Tata cara pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan 
o Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 
o Tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan inspektur tambang 



Temuan dan Tindak Lanjut 

Temuan Tindak Lanjut 

Tidak ada aturan terkait Surat Keterangan Asal 
Barang (SKAB) 

Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang  larangan 
pemungutan sumbangan dari pemegang IUP / KP/ PKP2B 

Belum ditetapkannya wilayah pertambangan Telah ditetapkan Wilayah Pertambangan untuk seluruh 
Indonesia  

Adanya IUP di wilayah perkotaan Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang larangan penerbitan 
IUP di wilayah perkotaan 

Belum seluruh KIP/IUP berstatus Clean & Clear Telah dilakukan rekonsilasi akhir dan finalisasi Oktober 
2015 

Timbulnya sengketa wilayah pertambangan akibat 
perbedaan peta dasar yang menjadi acuan 

Telah dilakukan sinkronisasi peta dasar ke BIG dan KLHK 

Tidak ada database IUP Telah dibuat database spatial Minerba One Map Indonesia 
(MOMI) 

Tingkat kepatuhan penyampaian laporan 
pelaksanaan usaha pertambangan oleh 
Gub/Bupati/Walikota Ke KEMESDM masih rendah 

Membuat Surat Edaran Dirjen MINERBA  tentang kewajiban 
pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan. 



Temuan dan Tindak Lanjut 

Temuan Tindak LAnjut 

Terdapat perusahaan yang tidak membayarkan 
iuran tetap dan iuran produksi kepada Pemerintah 

Surat peringatan kepada pemegang IUP dan PKP2B yang 
tidak melaksanakan kewajiban keuangan dengan benar  
kepada Pemerintah ditembuskan ke Kemdagri, Kemkeu, 
dan KPK. 

Kurangnya jumlah pengawas dan inspektur 
tambang yang ada di Distamben 
Provinsi/Kab/Kota 

Telah dilakukan pelatihan inspektur Tambang di 
Kementerian ESDM 

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta tidak 
ada standar evaluasi tingkat keberhasilan 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 

Telah diterbitkan Permen ESDM terkait Reklamasi 

Tingkat kepatuhan penyampaian laporan 
pelaksanaan usaha pertambangan oleh 
Gub/Bupati/Walikota Ke KEMESDM masih rendah 

Membuat Surat Edaran Dirjen MINERBA  tentang 
kewajiban pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan. 



Perbaikan Sistem dan Regulasi 

KPK bekerjasama dengan Ditjen Minerba ESDM melakukan: 

• Perbaikan regulasi  menerbitkan Permen pelaksana UU 4/2009 

• Penguatan kelembagaan  

• Perbaikan ketatalaksanaan perizinan  

• Membangun database pengelolaan minerba: pelaku usaha, produksi, pemasaran, 
pembayaran kewajiban keuangan, dll 

• Monitoring kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemda dan pelaku usaha 

• Mendorong penetapan batas wilayah pertambangan 

• Membenahi izin usaha melalui proses clean and clear 

• Mendorong renegosiasi kontrak agar sesuai dengan semangat UU 4/2009 

• Memperbaiki proses pengelolaan PNBP dari sektor minerba 
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KAJIAN SISTEM  

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)   

MINERAL DAN BATUBARA, TAHUN 2013 



B.1. Alur  Proses Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

IUP EKSPLORASI 

IUP OPERASI PRODUKSI 
15 



Alur Penambangan dan Pengangkutan Minerba  
 Titik Krusial Perhitungan PNBP Minerba 

Kegiatan G&B

Clear and grub activity

Kegiatan pengurukan
Dumping activity

Reklamasi tambang

Mine reclamation

Pengawasan kegiatan Penambangan

ROM stock
Runoff Mine stock

Pemecahan dan pencucian

Coal crushing & washing

Penimbunan tambang
Mine stockyard

Pengangkutan
Coal hauling

Penimbunan pelabuhan
Port stockyard

Pemuatan batubara
Coal loading

Bar berjalan darat
Overland conveyor

Bar berjalan laut
Overseas conveyor

Pengawasan Pengangkutan
Dan Survey kuantitas
Quantity survey

Uji laboratorium
Laboratory analysis

Survey pemuatan (Kuantitas dan Kualitas) 

Loading survey

Pengawasan pengangkutan dan
pengapalan

Pengawasan
Distribusi

Survey pembongkaran
(Kuantitas dan Kualitas) 
Dischare survey

PLTU /
Pelabuhan Tujuan
Discharge Port

Verifikasi Dokumen :
1. Perizinan Tambang
2. Laporan Eksplorasi, FS dan Amdal
3. Rencana Penambangan

1 

2 

4 

3 
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PERMASALAHAN DALAM PROSES  
PENGELOLAAN PNBP MINERBA 

 
• Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP 

Minerba 

• Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba 

• Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba 

• Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba 

• Proses Penyimpanan PNBP Minerba 

• Proses Pembagian PNBP Minerba 

17 
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No. Komponen  Permasalahan 

A Aspek Ketatalaksanaan   

1. Proses Perencanaan: 
Penetapan Jenis dan Tarif 
atas Jenis PNBP Minerba 

1.  Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar 
produk mineral dan batubara dunia. 

2.  Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan. 

3.  Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah 
dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih 
tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. 

4.  Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegosiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian 
pembayaran royalti/iuran tetap. 

2. Proses  Perhitungan 
Kewajiban PNBP Minerba 

1.  Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, 
sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalty 

3. Proses Penagihan 
Kewajiban PNBP Minerba 

1. Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha. 

4. Proses Penyetoran 
Kewajiban PNBP Minerba 

1. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20 
Tahun 1997 tentang PNBP. 

2.  Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang 
jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor 

3.  Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait. 

4.  Penyetoran PNBP melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan 

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA 
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No. Komponen  Permasalahan 

5. Proses Penyimpanan 
PNBP Minerba 

1. Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke 
dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara.   

6. Proses Pembagian 
PNBP Minerba 

1. Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah 
yang masih bersifat manual. 

2.  Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

B. Aspek Regulasi  1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP 
dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain. 

C. Aspek Organisasi dan 
Sumberdaya Manusia 

1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi 
2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia 

D. Potensi/Hilangnya 
Pendapatan Negara 
dari Tidak 
Dilaksanakannya 
Kewajiban Wajib Bayar 
PNBP  

1. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK 
2. Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan 
Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) 
3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNBP minerba berdasarkan 
perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor 

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA 



1. Temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) 

IUP PKP2B KK Jumlah

2003

a. Royalti (US$) 1,205,616.38                   - 66,533.82               1,272,150.20                  

     Royalti (Rp) - - -                                     

b. Iuran Tetap (Rp) - - -                                     

     Iuran Tetap (US$) 11,479.09               11,479.09                        

2004

a. Royalti (US$) - - - -                                     

     Royalti (Rp) - - - -                                     

b. Iuran Tetap (Rp) - - - -                                     

     Iuran Tetap (US$) - - - -                                     

2005

a. Royalti (US$) 1,368,634.45                   40,389,040.01                - 41,757,674.46                

     Royalti (Rp) 3,861,090,138.00           42,985,416,544.00        - 46,846,506,682.00        

b. Iuran Tetap (Rp) 447,750.00                       - - 447,750.00                      

     Iuran Tetap (US$) 17,696.91                        - 17,696.91                        

2006

a. Royalti (US$) - 81,069,493.41                - 81,069,493.41                

     Royalti (Rp) 349,430,861.18              193,882,738,116.72     - 194,232,168,977.90     

b. Iuran Tetap (Rp) 2,964,947.70                   - - 2,964,947.70                  

     Iuran Tetap (US$) - (713.23)                             - (713.23)                             

2007

a. Royalti (US$) 221,350.71                       21,107,531.20                - 21,328,881.91                

     Royalti (Rp) - 220,180,568,046.00     - 220,180,568,046.00     

b. Iuran Tetap (Rp) 14,398,968.00                 - - 14,398,968.00                

     Iuran Tetap (US$) - 17,657.54                        92,272.83               109,930.37                      

Kewajiban  yang Belum Dibayarkan
Tahun 
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Temuan Tim OPN………(lanjutan) 
IUP PKP2B KK Jumlah

6 2008

a. Royalti (US$) 1,070,257.59                   158,012,332.54              - 159,082,590.13              

     Royalti (Rp) 5,393,286,108.76           270,651,700,404.30     - 276,044,986,513.06     

b. Iuran Tetap (Rp) 111,354,490.80              - - 111,354,490.80              

     Iuran Tetap (US$) - 22,996.68                        - 22,996.68                        

7 2009

a. Royalti (US$) 11,674,101.88                 - - 11,674,101.88                

     Royalti (Rp) 9,311,754,282.30           - - 9,311,754,282.30          

b. Iuran Tetap (Rp) 1,359,237,569.75           - - 1,359,237,569.75          

     Iuran Tetap (US$) - - - -                                     

8 2010

a. Royalti (US$) 746,528.32                       - - 746,528.32                      

     Royalti (Rp) 30,522,384,456.18        270,042,161.00              - 30,792,426,617.18        

b. Iuran Tetap (Rp) 338,255,891.15              - - 338,255,891.15              

     Iuran Tetap (US$) - 601.79                              - 601.79                              

9 2011

a. Royalti (US$) - - - -                                     

     Royalti (Rp) - - - -                                     

b. Iuran Tetap (Rp) - - - -                                     

     Iuran Tetap (US$) - - - -                                     

Jumlah : asumsi 1 US$=Rp 9000,-

Royalti (Rp) 3,340,547,634,522.94  3,433,176,039,712.02 598,804,380.00    6,774,322,478,614.96 

Iuran Tetap (Rp) 1,826,659,617.40          524,157,210.00             933,767,280.00    3,284,584,107.40         

3,342,374,294,140.34  3,433,700,196,922.02  1,532,571,660.00 6,777,607,062,722.36  Total

No Tahun 
Kewajiban  yang Belum Dibayarkan
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Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data 
Ekspor Batubara (Laporan Surveyor)  

Tahun 2010 s.d. 2012 

2010 7,240.00   280,767,788.26    17,378,028,167.78   486,475,210.10             

2011 8,247.00   341,923,986.28    26,554,026,971.88   347,403,523.37             

2012 5,773.00   263,724,551.36    18,997,443,590.56   390,333,875.37             

Total 21,260.00 886,416,325.90    62,929,498,730.22   1,224,212,608.84         

TAHUN JUMLAH LS  VOLUME (TON)  NILAI FOB (USD) 
ROYALTI/DHPB BELUM 

DIBAYAR (USD)

Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag  
Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM 
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Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral  (Laporan 
Surveyor) Tahun 2011 

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012 

No. Uraian 
Jumlah Perusahaan 

Potensi Royalti Kurang 
(US$)  

Tahun 2011 
1 

Nikel  
44                                          

15,413,941.95  
2 Bijih Besi dan Pasir 

Besi  
54                                            

2,077,411.25  
3 

Timbal 
14                                                

221,430.53  
4 

Bauksit 
34                                            

6,741,777.70  
5 

Mangaan 
34                                                

206,986.05  
Total 180 24,661,547.49                                    



TINDAK LANJUT 
DIRJEN MINERBA 

TERKAIT SIMPONI 



TINDAK LANJUT 
KEMENTERIAN KEUANGAN 



• SEKTOR PERTAMBANGAN 
• SEKTOR KELAUTAN 
• SEKTOR KEHUTANAN 
• SEKTOR PERKEBUNAN 

TAHUN 2015 

GERAKAN NASIONAL 

PENYELAMATAN SUMBER DAYA 
ALAM INDONESIA 

34 PROVINSI DI INDONESIA 



Bumi, air dan 
kekayaan alam 
yang terkandung 
didalamnya 
dikuasai oleh 
Negara dan 
dipergunakan 
untuk sebesar-
besar 
kemakmuran 
Rakyat. (Ps. 33 (3) 
UUD 1945.  

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 Tindak pidana korupsi: 
1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara; 
2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 
3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 
4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 
5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta 

berkesinambungan. 

KPK: 
1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 
2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar 

pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam 

pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau  institusi yang telah ada; 
5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK;  
6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 

Hak Menguasai 
Negara 

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN 
PEMBERANTASAN KORUPSI 
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Jan- Feb 

2014 
FEB – JULI 

2014 
3-4 Des 

2014 

JAN – JULI 

2015 

AUG-NOV 2014 

Monev Korsup 

Minerba 12 Prov 

FEB 2014 

Kick-Off 

Meeting Korsup 

Minerba di KPK 

FEB – JULI 2014 

Rapat Korsup 

Minerba 12 

Provinsi 

KORSUP MINERBA 2014-2015 

Deklarasi Penyelamatan SDA 

Indonesia, 9 Juni 2014 

Pelaksanaan 

Korsup 19 

Provinsi  
DES 2014 

Rapat Korsup 19 

Provinsi di Bali 

AUG - DES 

2014 
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7 AGUSTUS 

2015 

Pelaksanaan 

Monev Korsup 

19 Provinsi  

31 Oktober 

2015 

Keputusan Final 

Tindak Lanjut 

Korsup Minerba 

32 Provinsi 

Penandatanganan  

NKB GN SDA 2015 



PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA 

Pemerintah 
Pusat 

• Rencana aksi, 
pengembangan sistem 
informasi, harmonisasi 
regulasi, pembenahan 
sistem perizinan, 
pengembangan 
kelembagaan 

Pemerintah Daerah 

• Rencana aksi, 
penguatan dan 
perlindungan hak 
masyarakat, 
penataan perizinan, 
pengawasan 
pemenuhan 
kewajiban 

Aparat penegak 
hukum 

• Format kegiatan 
dan komitmen 

Masyarakat sipil 
dan pelaku 
usaha 

• Format kegiatan yang 
mendampingi atau 
mengawasi 
pelaksanaan 

Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama 
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Sifat Kegiatan GN-SDA 
1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.  

2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan 
supervisi pemberantasan korupsi.  

3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA 
Indonesia. 

4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan  mengedepankan 
perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.  

5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan 
pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan 
supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 

6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di 
laut.  
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Tujuan Kegiatan GN-SDA  

1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan 
aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,  
kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, 
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.   

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut 
untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan 
kehilangan kekayaan negara.  
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6 Sasaran Kegiatan GN-SDA  

1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 
2. Penguatan hak masyarakat 
3. Pembenahan regulasi 
4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 
5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 
6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi 
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5 FOKUS KEGIATAN TARGET 

1. Penataan izin usaha 

pertambangan  

Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak 

memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan) 

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan 

pelaku usaha pertambangan 

minerba 

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, 

iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan 

lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya 

3. Pelaksanaan pengawasan 

produksi pertambangan minerba  

• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler 

• Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya 

• Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang 

tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku 

• Tidak ada lagi PETI  

4. Pelaksanaan kewajiban 

pengolahan/pemurnian hasil 

tambang minerba 

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan 

sanksi bagi yang melanggar 

5. Pelaksanaan pengawasan 

penjualan dan 

pengangkutan/pengapalan hasil 

tambang minerba 

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang 

melanggar 

• Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat 

• Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan 

penjualan hasil minerba secara ilegal 

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba  
dan Target – 46 ITEM RENAKSI PEMDA  
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PERMASALAH SEKTOR  
PERTAMBANGAN MINERBA 

A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini  

1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana 

2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik 

3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial 

4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba 

5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai 

6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) 

7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah 

8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan 

9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal 

10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan  tidak optimalnya 
sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya. 

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah  
1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat 

 implementasi lebih banyak dilakukan di daerah  lemahnya pengawasan oleh pemda 

2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat  

3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik  
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ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 

B.  REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN  BATUBARA 

NASIONAL 

Status 4 Agustus 2015 

Catatan: 

*) Penambahan data hasil inventarisasi ulang per 4 Agustus 2015 
 

Terdapat sejumlah 1.739 IUP baru komoditi batuan  

STATUS MINERAL BATUBARA JUMLAH 

C&C 3.787 2.477 6.264 

NON C&C 3.151* 1.412* 4.563* 

TOTAL 6.938* 3.889* 10.827* 



ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 

II. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA 
(1) REALISASI DAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SDA  

MINERAL DAN BATUBARA 







Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan  
Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional 

 Status perizinan kehutanan :      25.983.486  Ha (5.022 unit) 
Operasi Produksi  :     3.312.612 Ha   (1.735 unit) 
 IPPKH  :                  279.429  Ha   (    457 unit) 
Persetujuan Prinsip  :        111.103 Ha   (    340 unit) 

Explorasi  :         22.670.874    Ha   (3.287 unit) 
 IPPKH  :      1.230.270    Ha   (    281 unit) 

 

• Luas  izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha  (7.584 unit)  
 IUP :   34.727.338 Ha  (7.468 unit) 
 KK :      2.210.698 Ha  (      40 unit) 
 PKP2B :   1.956.194 Ha  (      78 unit) 
 • Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan : 
 Hutan Konservasi  :   1.372.398 Ha  (   379 unit) 
 Hutan Lindung  :   4.936.878 Ha  (1.457 unit) 
 Hutan Produksi   : 19.674.210 Ha  (4.327 unit) 
        Kawasan Hutan   : 25.983.486 Ha  (5.022 unit) 
 Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha  (6.208 unit) 

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 39 



Data IUP NasionaL - NPWP  

Pemegang IUP 

7.834 (100%) 

Ber-NPWP 

5.984 (76%) 

Lapor SPT 

3.276 (42%) 

Tidak membayar 
pajak* 

404 (5%) 

Membayar Pajak 

2.304 (29%) 

Tidak Lapor SPT 

2.708 (35%) 

Non -NPWP 

1.850 (24%) 

Jumlah IUP yang Diterbitkan 
10.922  

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012 

*Penyebab: 
a. WP belum produksi      b. WP rugi     c. WP lebih bayar      d. PPh dibayar = PPh terutang Sumber : Ditjen Pajak, 2014 
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Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba 
KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014) 

Januari s.d Desember 2014 
Rp 35.5 T *export ban 

Januari s.d Desember 2013 
Rp 26,5 T 

Dengan rincian: 
− Batubara : 24,1 T 
− Mineral   : 2.3 T 

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya  
dan tidak ada ekspor mineral mentah 

Kenaikan PNBP 
Batubara sebesar    

± Rp 10 T 

Sumber : Ditjen Minerba, 2015 

874 IUP 
dicabut/dikembalikan/

berakhir 
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REKAP PENGAKHIRAN IUP 
2014-2015 

42 

No. Provinsi Tidak diperpanjang Mengembalikan Pencabutan TOTAL 

1 Sulawesi Tengah 0 0 148 148 

2 Sulawesi Tenggara 0 0 35 35 

3 Maluku Utara 0 0 48 48 

4 Sulawesi Selatan 0 0 27 27 

5 Kepulauan Riau 57 0 34 91 

6 Sumatera Selatan 33 2 49 84 

7 Jambi 46 21 104 171 

8 Bangka Belitung 0 0 18 18 

9 Kalimantan Timur 76 2 18 96 

10 Kalimantan Selatan 22 18 30 70 

11 Kalimantan Tengah 0 0 4 4 

12 Kalimantan Barat  10 0 58 68 

13 Aceh 10 0 31 41 

14 Papua 0 0 23 23 

15 Gorontalo 0 0 3 3 

16 DIY 0 0 8 8 

17 Sulawesi Barat 0 0 4 74 

18 Lampung 0 0 17 17 

19 Jawa Tengah 37 0 24 61 

Total 291 43 683 1087 



IUP OP Khusus yang telah 

berakhir di Kementerian ESDM 
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Tindak Lanjut K.ESDM 

Witness Survey 
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Tindak Lanjut K.ESDM 

Pembayaran melalui SIMPONI 
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Tindak Lanjut Lingkungan Hidup 

Proper Pertambangan pada 16 Provinsi 
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Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut 
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SE KEMENDAGRI 120 

Tindak Lanjut UU 23 
Tahun 2014 
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SE MENTERI ESDM 04-2015 

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014 
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SE MENTERI ESDM 04-2015 

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014 



RAPAT KORSUP MINERBA 



PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA 



PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA 2014 



SIDAK LAPANGAN 



DOKUMENTASI 



DOKUMENTASI 



DOKUMENTASI 



Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 
tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 

20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi 
Jakarta, 19 Maret 2015 



Penandatanganan Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia 
19 maret 2015 





Rencana Aksi 
• Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:  

http://acch.kpk.go.id/gn-sda 
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TERIMA KASIH 

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI 

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN 

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN  

KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA  

UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA” 


